
BUPATI CIANJUR
PRO\,']NSi JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CTANJUR

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN KESEI.IATAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG TIDAK
TERMASUK PESERTA IURAN BADAN PEMELENGGARAN' JAMINAN

SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN

Menimbang :

DENGAN R-dHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJ UR,

a. baiwa kesehata.n merupa.kall hak asasi mar-rusia dal
merupakao sa-lah satu unsur keseja-hteraaJ! yaIlg
harus diwujudkan sesuai dengan tujuan pemberian
otonomi daerah berciasarkaa Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam upaya meningkatkal pelayanan
kesehatan bagi masyaral<at miskin yang tidak terda-fta-r
sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminbn Sosial
Kesehatan, perlu mengatur suatu pedomar yang
ditetapkan dalam suatu peraturan khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkah Peratuian Bupati tentang Jaminan
Kesehatan Bagi Kelua,rga Miskin Yang Tidak Termasuk
Peserta Bantuan luran Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
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: 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembarar Negara Republik
Indonesia Ta,hun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Reoublik Tndonesia Nomor 428bt:

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200'+ tentang
Perbendaharaan Negara (Lembarar.r Negara Repubiik
lndonesia Tahun 20Ct4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nega.. Repu l)lik lndonesia 43551:
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Undang Undang Nomor 15 Te,hun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lemba€a Negara Republik lndonesia Tahtrn
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Nega-ra
Repu olil, lndonesja N6mor 44001:

Undang-Undarg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perenca,na.an Pembangunan Nasiona.l (Lembaran
Nega,ra Republik Indonesia Ta,hun 2OO4 Nomor 104,
Tambahan Lembalan Negara Republik lndonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 40 Taiun 200rt tentang Sistem
Jaminan NasionaL (Lemba,ran Negara Republlk
Indonesia 'lahun 2004 Nomor 159, Tambahan
Lembara:r Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOq tentang
Keselratan (Lemba-ran Negara Republik indonesia
Taiun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegAra
Republik lndonesia Nomor 5063):

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan LembaJan Negara
Republil( lndonesia Nomor 5072):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubal beberapa kali teral<hir
dengar Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
'faiun 2014 tentarg Pemerintaian Daerah (Lemba-ran
Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5i8,
Tambahan Lembara,n Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 12 Ta-hun 2013 tentang
Jaminan Kesehata,n (Lembaran Negaran .Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang teiah dlubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016
tenta11g. Ferubahari Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 lahun 2013 tenrang Jaffinan Kesenarao
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Qi6
Nomor 42);
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11. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenl.ang P'edoman'eengelo'iaan Keuangan Daerah
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iVIEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN
BAGI KELUARGA MISKIN YANG TIDAK TERMASUK
PESERTA IURAN BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM 'DAERAH

PAGELARA\,

BAB I

KETENTUAN UMUM

, Pa sal '1

13.

sebagaimana telah diubah beberapakali teral<hir
dengan Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pera.turan
Menteri Da]a8 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keualgan Daerah (Berita Nega-ra
Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 1Ol;

Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daeraii (Berita Negara Reputtlik Indonesia Tal1un 2016
Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Ciairjur Nomor 02 Ta.hun
2OO7 tenta-ng Pengelolaa! Keuanga! Daeriah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007
Nomor 02 Seri D);

Dalam Peraturan Bupati ini yaIlg dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianiur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Fagelaran yang sela,lrjutnya disebut

RSUD Pagelaml adalah Rumah Sal<it Umum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

4. Surat Jaminan Pelayanan yang setanjutnya disingkat SJP adalah surat
vang diterbitkan oleh petugas RSUD Sayang pada bagia.n ve fikasi
peserta yang telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Direktur RSUD
Sayan g.

5. Badan Penyelenggara Jaminalt Sosiai Kesehatan yang selanjutnYa
disebut BPJS Kesehatan adalah Badaa Penyelenggara Jaminal Soiial
ydng bergerak di Bidang ,Kesehatartr yang pembiayaan, kepesertaan,
pemeliharaan kesehatan. badan penyelenggraan dari
pengorgarisasiannya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

6. Penerima Bantuan luran yang selalljutnya disingkat PBI adalah lakir
miskin dan orang tidal< mampu dengan penetapan peserta sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kartu Indonesia Sehat yang stslanjutnya. djsingkat KIS adalah Kartu
Jamina:r Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.



BAB II
KRITERIA KEPESERTAAN

'I pasal 2
Masy-al'akat ya:ng berhak rnenerima bantuan pembiayaan kesehatan diRSUD Pagelaran adalah seua€aj berikJr:

" ,?ls,::i:::l:iy.i:lflrl dr iosralasi. rawat jaran dan pasien ralrar Jaranur rrsrzarast gawal darurat vang belum terda-ltal sebagaj pe\erta Jl(N_
. fl: r:1i,?:,:T mempunl,ar penjan-,in- i .r.r,urr" ,iiir"l iu-r, u,",u uiltr pasren rawal rnirp di instaras. rawar inap yang berum terdaftarsebagar' peserta JKN l\ts ara.u b"lum mem puiyai 

'-f.n;amtna,r
keseharan apapun dan dirawar di ,r-g p.r"*r,.i i.'tJ. tri '

Pasal 3
Masya-rakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibuktikan dengan:a. kartu Landa penduduk arau identitas .."-i f rjr;f ;';;;;;b. sumt rujukan darr' puskesmas atau ktinik atau Jili;'' -'-- |

(1)

BAB III
JENIS BA ]iTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Pantyan _ pelayanan kesehatan bagi masya_rakat sebagaimanadima-I<sud da]am pasal 2 melipuri promottt p..,r.rriif, 
- ii,IJi .t".,rehabilitatil

Bantuan pelayanan kesehatan di RSUD pagela{an adalair bantuanpelayanan kesehatan kegawatdaruratan, rawat jalal aarr ra_.iilrnp.
Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
a, peiayanal medis
b., pelayanal keperawatan;dan
c. pelayalanpenunjang.,

Pasal 5
Pelaydnan kesehatan s-hagaimJn- d:maksud dalam pasai 4berlaku di perawatan kejas iit. ayat (21

(2)

(3)

BAB IV
BESAMI.I BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6
{1) Besar*a,r^ 

-ban 
t uar. pelaS a,nan kesehatan sesuai dengan standar

P.t.:Lydt)'art Kesenalar- vanp mengacu kepada rarjf peraiura]] Buparicia-njur Nomor as rafun io r 6 ;;;t"d"il;,'fir,"ji.i?J" *"_..nSakit Umum Daerah pa€elaran.

(21 Mekanisme pembavdran hantuan p,elayanan kesehatan sebagajmanadimaksud pada ayat 
1 11 u".peaorria"-'r.epijr'p"..il?# p"lrr"o."g_undangal dan d.isesuaikan dengan kemampuan serta ketersediaankeuangan daerah.



BAB V

KETEI\TUAN PENUTUP

Pa sal 7

Peraturan Bupati ini mulai berla,ku pada tanggal 1 Janua,ri 2018.
Aga.r setiap orang mengetahuinya, meuerintahkan pengunda-ngan
Peraturan Bupati ini dengan penempatalnya dalam Berita Daerah
Ka bupal en C iarjur.

bitetapkan di Cianjur
pada tanggal 89 Sasaabs'l !Ot?

MUCHTAR

kYrj


